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KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN 
PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA 

Nomor: W11-A3/ S¥t4 /KU.01/111/2023 

TENT ANG 
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), 

PEJABAT PENGUJI SPP DAN PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN 
STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA 

T AHLIN ANGGARAN 2023 
DIPA NOMOR: SP DIPA-005.04.2.400952/2023 TANGGAL 30 NOVEMBER 2022 

SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna 
Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/PA/SK/Xll/2022 tanggal 1 
Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna 
Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2023 dan 
Sadan Peradilan Yang Berada di Bawahnya; 

2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang 
mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Anggaran DIPA 
Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA Tahun 2023. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan; 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
Undang-Undang Nomor 15 T ahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
T anggung Jawab Keuangan Negara; 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 T ahun 2009; 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara RI Nomor : 4406}; 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 4 T ahun 2022; 

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 
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MEMUTUSKAN 

: KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN 
PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN KUASA 
PENGGUNA ANGGARAN. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT 
PENGUJI SPP DAN PENANDATANGAN SPM. BENDAHARA PENGELUARAN DAN 
STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS 
IA TAHUN ANGGARAN 2023 DIPA NOMOR : SP DIPA-005.04.2.400952/2023 
TANGGAL 30 NOVEMBER 2022 

: Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Purwodadi 
Nomor : W11-A3/545/KU.01/ll/2023 tanggal 1 Februari 2023 Tentang Penunjukan 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM, 
Bendahara Pengeluaran, dan Stat Pengelola Keuangan pada Pengadilan Agama Kelas 
IA Tahun Anggaran 2022 DIPA NOMOR: SP DIPA-005.04.2.400952/2022 Tanggal 30 

November 2022 

: Menunjuk dan menugaskan kepada pejabat-pejabat yang namanya tersebut dalam 
lampiran surat keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan 
Stat Pengeloa Keuangan Pengadilan Agama Purwodadi; 

: Tugas Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat 
Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Petugas Pengelola Administrasi 
Belanja Pegawai (PPABP), dan Stat Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Purwodadi 
adalah sebagai berikut : 
1. Kuasa Pengguna Anggaran : 

a. Menyusun DIPA; 
b. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

anggaran belanja Negara; 
c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan 

SPM atas beban anggaran belanja Negara; 
d. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan 

pengelola anggaran/keuangan; 
e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; 
t. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan 

penarikan dana; 
g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran; 
h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja alas pelaksanaan anggaran sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : 
a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana 

berdasarkan DIPA; 
b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyelia Barang/Jasa; 
c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan 

Penyedia Barang/Jasa; 
d. Melaksanakan kegiatan swakelola; 
e. Memberitahukan kepada Kepala KPPN alas perjanjian/kontrak yang 

dilakukannya; 
t. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; 
g. Membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran; 



h. Melaporl<an pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna 
Anggaran; 

i. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna 
Anggaran dengan Serita Acara Penyerahan; 

j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; 
k. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berl<aitan dengan tindakan 

yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

3. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) : 
a. Menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen 

pendukung; 
b. Menolak dan mengembalikan Surat Pennintaan Pembayaran, apabila Surat 

Permintaan Pembayaran tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; 
c. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; 
d. Menerbitkan Surat Perintah Membayar; 
e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; 
f. Melaporl<an pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa 

Pengguna Anggaran; 
g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berl<aitan dengan 

pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran; 

4. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) : 
a. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual 

yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan 
berl<esinambungan; 

b. Melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan 
dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada satker yang 
bersangkutan secara tertib dan teratur; 

c. Memproses pembuatan Daftar Gaji lnduk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, 
Uang Duka WafaVTewas, Terusan Penghasilan/Gaji, Uang Muka Gaji, Uang 
Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan Pembuatan Daftar Permintaan 
Perhitungan Belanja Pegawai Lainnya; 

d. Memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP); 
e. Memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan untuk 

mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap 
terjadi perubahan susunan kelurga; 

f. Menyampaikan Daftar Pennintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data 
Pegawai, ADK Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai dan 
Dokumen pendukungnya kepada PPK; 

g. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun 
dan/atau apabila diperlukan; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan 
anggaran belanja pegawai; 

5. Stat Pengelola Keuangan : 
a. Menerima dan mengagendakan Surat Permintaan Pajak (SPP) dan Surat 

Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terlaksana 
tertib administrasi; 

b. Menyusun dan membuat rincian pengambilan uang dari Bendahara sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai alat kendali; 
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c. Membukukan setiap transaksi ke dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas 
Harian, Buku Bank, Buku Panjar, Buku Wasdit, dan Buku Pajak sesuai dengan 

system pembukuan agar mudah dikendalikan; 
d. Melaporkan Pajak Bulanan (SPT Masa) dan Pajak Tahunan (SPT Tahunan) 

kepada Kantor Pelayanan Pajak sebagai bukti pembayaran pajak; 
e. Membuat bukti potong pajak penghasilan Pasal (Pph) 21 sesuai peraturan 

perpajakan sebagai bukti pembayaran pajak penghasilan; 
t. Menerima dan mengumpulkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan SP2D 

untuk dicatat ke dalam buku kendali dan diinput ke aplikasi keuangan sebagai 
bahan penyusunan laporan tahunan; 

g. Menerima dan mempelajari data obyek kerja sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku dalam rangka membuat obyek kerja; 

h. Membuat laporan realisasi anggaran; 
i. Menyiapkan data beban kerja yang telah diselesaikan untuk dituangkan ke 

dalam konsep laporan tahunan; 
j. Melaporkan kepada pimpinan bahan konsep laporan tahunan untuk dikoreksi 

kebenarannya dan mengadakan perbaikan konsep; 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, baik lisan 

maupun tertulis. 

: Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan 
Agama Purwodadi Tahun 2023; 

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila 
dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan 
dan perubahan sebagaimana mestinya; 

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. 



LAMPI RAN I SURAT KEPUTUSAN SEKRET ARIS SELAKU KUASA PENGGUNA ANG GARAN 
Nomor : W11·A3/ � /KU.01/111/2023 
Tanggal : I Maret 2023 

NO NAMA/NIP JABAT AN DALAM DINAS JABAT AN DALAM SK 

1 2 3 4 

1. Hammad Al Asyari, S.H. Sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran 
NIP. 19801012.200312.1.003 

2. Ira Setiyani, S.H. Panitera Muda Permohonan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
NIP. 19720908.199403.2.001 

3. Merdeka lta Mustafa, S.H. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Tl dan Penguji SPP dan Penandatangan SPM 
NIP. 19830818 200704 2 001 Pelaporan 

4. Dessy Ratna Shahdra Dewi Pranata Keuangan APBN Bendahara Pengeluaran 
NIP. 19811206 200604 2 003 

5. Fitri lstiawan, S.H. Panitera Pengganti Pengelola Keuangan 
NIP. 19820722 2006041 001 (Bendahara Penerimaan) 

6. Anang Budiarto, S.H. Kepala Sub Bagian Umum dan Pengelola Keuangan (PPABP) 
NIP. 19840428 2006041 003 Keuangan 

7. Sismanto Jurusita Pengganti Pengelola Keuangan 
NIP. 19680306 2014081 002 (Operator BMN) 



LAMPI RAN II SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN 
Nomor : W11·A3/ 944 /KU.01/111/2023 
Tanggal : I Maret 2023 

NO NAMA/NIP JABATAN DALAM DINAS JABAT AN DALAM SK 
HONOR 

OPERASIONAL 
1 2 3 4 5 

1. Hammad Al Asyari, S.H. Sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran Rp. 1.813.000,00 
NIP. 19801012.200312.1.003 

2. Ira Setiyani, S.H. Panitera Muda Permohonan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rp. 1.764.000,00 
NIP. 19720908.199403.2.001 

3. Merdeka lta Mustafa, S.H. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Tl dan Penguji SPP dan Penandatangan SPM Rp. 990.000,00 
NIP. 19830818 200704 2 001 Pelaporan 

4. Dessy Ratna Shahdra Dewi Pranata Keuangan APBN Bendahara Pengeluaran Rp. 344.000,00 
NIP. 19811206 200604 2 003 

5. Fitri lstiawan, S.H. Panitera Pengganti Pengelola Keuangan Rp. 300.000,00 
NIP. 19820722 2006041 001 (Bendahara Penerimaan) 

6. Anang Budiarto, S.H. Kepala Sub Bagian Umum dan Pengelola Keuangan (PPABP) Rp. 500.000,00 
NIP. 19840428 200604 1 003 Keuangan 

7. Sismanto Jurusita Pengganti Pengelola Keuangan Rp. 500.000,00 
NIP. 19680306 2014081 002 (Operator BMN) 


